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Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 45 hari kerja di Unit Pelayanan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang pada Satuan Unit 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan, praktikan mendapatkan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

administrasi dan perpajakan seperti melakukan validasi dan verifikasi Bea 

Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mendaftarkan perpanjangan 

reklame, melakukan pembukaan blokir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta 

mengadministrasikan berkas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Praktikan 

mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada saat 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat  praktikan untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. Semakin berkembang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula persaingan sumber daya manusia 

yang kompeten.  

Di Indonesia, ilmu akuntansi menjadi salah satu bagian yang sangat vital 

dalam setiap kegiatan perekonomian pada setiap perusahaan yang berbasis profit 

maupun non profit, serta instansi atau lembaga pemerintahan. Hal ini membuktikan 

bahwa perkembangan ilmu akuntansi berpengaruh dalam kemajuan suatu usaha. 

Dengan berkembangnya ilmu akuntansi yang ada, maka hal ini akan terus menjadi 

sorotan dalam dunia kerja yang mendasari selektifnya perusahaan-perusahaan, serta 

instansi atau lembaga pemerintahan dalam melakukan perekrutan tenaga kerja yang 

terampil, kompeten, dan bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing terutama 

pada bidang akuntansi.  

Memperhatikan akan bertambah ketatnya pada persaingan di dunia kerja saat 

ini, dengan jumlah lapangan perkerjaan yang semakin terbatas dibandingkan dengan 

banyaknya lulusan-lulusan baru pada setiap tahunnya dari berbagai instansi atau 

lembaga pendidikan. Untuk itu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diharapkan akan 
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terus dapat melahirkan lulusan-lulusan yang dapat memenuhi persyaratan pekerjaan 

yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan guna 

menghadapi berbagai tantangan dunia kerja di masa yang akan mendatang, khususnya 

dapat memiliki kemampuan dan keahlian yang akan menjadi nilai tambah bagi 

praktikan agar siap menghadapai persaingan dengan dunia kerja.  

       Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya 

memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan dalam 

praktik. Maka, salah satu cara yang dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 

dalam membantu para mahasiswa yang kelak akan memasuki dunia kerja adalah 

dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik kerja lapangan adalah 

salah satu mata kuliah yang ada pada kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta (FE UNJ) yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada 

mahasiswa bagaimana menghadapi dunia kerja nyata yang sesungguhnya, dan juga 

bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk 

mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang sudah dipelajari di perkuliahan.  

        Dengan pemberian keterampilan ini, diharapkan mahasiswa dapat bersaing di 

dunia kerja ketika mahasiswa tersebut lulus dari perguruan tinggi dan tidak 

menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Pemberian keterampilan ini juga 

ditujukan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat 

bersaing, baik kualitas intelektual maupun keterampilannya dan juga mampu 



3 
 

 
 

memahami ilmunya dan pada akhirnya mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap 

dinamika industri dan organisasi berdasarkan permasalahan yang ada. 

Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, tanggap 

terhadap permasalahan serta mampu berkomunikasi yang baik dengan antar pegawai. 

Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, etika, 

disiplin, kemampuan dan tanggung jawab. 

PKL ini dilaksanakan praktikan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

(UPPRD) Kecamatan Tanah Abang yang berspesifikasi dalam melakukan 

pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak yang berada di wilayah 

kecamatan Tanah Abang. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  

Maksud diadakannya PKL ini adalah: 

1. Melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang pendidikan 

praktikan yaitu akuntansi pajak. 

2. Menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang merupakan syarat 

kelulusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta.  

3. Memberikan pemahaman mengenai mata kuliah perpajakan secara mendalam 

khususnya pajak daerah. 
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Tujuan dari PKL ini adalah:  

1. Memperoleh kesempatan untuk dapat mengembangkan sikap disiplin, 

tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan memiliki inisiatif yang tinggi dalam 

melakukan suatu pekerjaan. 

2. Mendapatkan wawasan pengetahuan mengenai mata kuliah perpajakan secara 

langsung.  

3. Mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan melakukan tugas-tugas pada 

bidang pajak daerah secara langsung sesuai dengan teori yang telah dipelajari 

selama kuliah.  

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  

Dengan dilaksanakan PKL, diharapkan praktikan mendapat kegunaan yang 

tidak hanya berguna bagi diri sendiri namun juga bagi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta sebagai instansi praktikan menuntut ilmu dan juga Unit Pelayanan 

Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang sebagai tempat praktikan melaksanakan 

PKL, yang antara lain : 

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan mentalitas terhadap pekerjaan yang 

diamanatkan. 

b. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi 

perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan lapangan kerja. 
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c. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi praktikan, karena terlibat langsung 

dengan kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya.   

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

a. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan sehingga 

perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha. 

b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 

Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan / lembaga. 

c. Meningkatkan efisiensi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

berkualitas. 

3. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Pajak Tanah Abang 

a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu pekerjaan 

operasional pegawai yang terkait baik pekerjaan yang bersifat sehari-hari 

(tetap) maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap. 

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak.  

c. Untuk lebih menjalin hubungan yang baik, sehat, dan dinamis antara Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan Unit Pelayanan Pajak dan 

Retribusi Daerah Tanah Abang. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL pada Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi 

Daerah (UPPRD) Kecamatan Tanah Abang. Instansi ini dipilih karena bidang 

kerjanya sesuai dengan program studi Praktikan. Selain itu praktikan ingin 

mengetahui lebih banyak mengenai perpajakan daerah dan juga UPPRD merupakan 

tempat yang tepat untuk melatih kemampuan praktikan di bidang perpajakan. UPPRD 

Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat juga termasuk yang mempunyai wajib pajak 

dengan jumlah banyak. 

Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL: 

nama instansi         : Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Derah Tanah Abang   

alamat         : Graha Mental Spiritual Lt.4, Jalan H. Awaludin II Jakarta Pusat 

telepon                : 021 – 3925606 

website               : http://bprd.jakarta.go.id/tag/uppd-tanah-abang/ 

email         : upprdtanahabang@gmail.com   

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  

1. Tahap Persiapan  

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan 

Masyarakat (BAKH) Universitas Negeri Jakarta yang ditujukan ke Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat (Lampiran 1 halaman 41). 

Setelah surat permohonan dibuat, kemudian praktikan langsung memberikan 

http://bprd.jakarta.go.id/tag/uppd-tanah-abang/
mailto:upprdtanahabang@gmail.com
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surat permohonan PKL ke Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi 

Jakarta Pusat pada bulan Juli dan menyampaikan untuk di tempatkan pada 

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, hingga akhirnya Praktikan 

mendapatkan izin untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan pada akhir Bulan 

Juli dan mendapatkan tempat Praktik Kerja Lapangan pada wilayah Unit 

Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tanah Abang. 

(Lampiran 2 halaman 42)  

2. Tahap Pelaksanaan  

Praktikan melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi 

Daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dimulai pada tanggal 27 Juli 2018 sampai 

dengan 28 September 2018 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam 

kerja praktikan sesuai dengan jam kerja normal yang berlaku pada UPPRD 

Tanah Abang dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PemProv 

DKI Jakarta yakni : 

Hari Kerja  : Senin – Jumat 

Jam Kerja  : 07.30 – 16.00 WIB (Senin – Kamis) 

     07.30 – 16.30 WIB (Jumat) 

Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB (Senin – Kamis) 

     11.30 – 13.00 WIB (Jumat) 

Adapun surat keterangan telah menyelesaikan kegiatan PKL di 

UPPRD Kecamatan Tanah Abang dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 43. 
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3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah 

PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Sarjana Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tahapan penulisan laporan 

PKL ini praktikan laksanakan setelah selesainya kegiatan PKL. Praktikan 

mempersiapkan laporan PKL di awal bulan Oktober 2018 berdasarkan 

kegiatan yang telah praktikan laksanakan di UPPRD Kecamatan Tanah 

Abang.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A.  Sejarah Instansi 

Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 11 September 

1952. Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah dan telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi. 

Berikut beberapa perubahannya :  

Tabel II.1 Sejarah Instansi 

No Nama Tahun Ketetapan 

1 Suku Badan Padjak 1952-1955 Surat Keputusan 

Daerah Perwakilan 

Kota Sementara 

Djakarta No.18/D.K 

2 Bagian Padjak 1956-1965  

3 Kantor Urusan Pendapatan 

Daerah dan Padjak 

1966-1967 Surat Keputusan 

No.B.6=/6/52/1966  

4 Dinas Padjak dan 

Pendapatan D.C.I Djakarta 

1968-1974 Surat Keputusan 

Gubernur DCI 

Djakarta 

No.Ib.3/2/48/1968 

5 Kantor Padjak dan 

Pendapatan DKI Jakarta 

1975-1976 Keputusan Gubernur 

KDKI Jakarta 

No.B.VII-774/a/1/1975 

6 Dinas Padjak DKI Jakarta 1976-1982 Keputusan Gubernur 

KDKI Jakarta 

No.B.VII-

5581/a.1.1976 

7 Dinas Pendapatan Daerah 

DKI Jakarta 

1983-2007 Instruksi Gubernur 

KDKI Jakarta No. 890 

tahun 1981 

8 Dinas Pelayanan Pajak 

Provinsi DKI Jakarta 

2008 Peraturan Daerah 

No.10 tahun 2008 

9 Unit Pelayanan Pajak Daerah 2011-2016 Peraturan Gubernur 
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Provinsi DKI Jakarta 

No.29 tahun 2011 

10 Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

2016-Sekarang  

11 Unit Pelayanan Pajak dan 

Retribusi Daerah 

2017-Sekarang Peraturan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 

No.5 tahun 2016 

Sumber: dikelola oleh Praktikan  

 Dengan adanya perubahan nama beserta fungsi Dinas Pelayanan Pajak 

menjadi Badan Pajak dan Retrubusi Daerah (BPRD) maka terjadi juga perubahan 

tugas dan fungsi dari sebelumnya. Sebelumnya, Dinas Pelayanan Pajak hanya 

melakukan pelayanan dan pemungutan pajak daerah. Namun, saat ini yang 

menjalankan tugas tersebut beralih yaitu kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 

Dengan perubahan tersebut maka seluruh BPRD yang berada di tingkat kecamatan 

ataupun Unit kerja BPRD juga mengalami perubahan. Sejak dikeluarkan Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 2016, Unit 

Pelayanan Pajak Daerah berubah menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah. 

 Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak yang kini berubah menjadi Suku 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) saat ini hanya melayani pajak dalam 

hal penilaian, pemeriksaan, dan pengawasan, penetapan dan penagihan, 

pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak daerah. 
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 Berikut ini adalah Visi dan Misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) 

DKI Jakarta :      

1. Visi   

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

2. Misi  

a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif 

b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan 

penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum 

pajak daerah 

c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan   pajak 

daerah 

d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana 

prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan 

anggaran dan program dinas 

e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan pajak daerah 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah 

 

B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta 

Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah. UPPRD dipimpin oleh seorang Kepala 
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UPPRD membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak 

Daerah, Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah, Satuan Pelaksana 

Penagihan Pajak Daerah (Lampiran 7 halaman 51). 

Berikut ini adalah penjelasan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi bagian 

didalam struktur UPPRD : 

1. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas : 

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4; 

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian Tata Usaha, Satuan 

Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional; 

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau 

instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD dan; 

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD. 

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD 

sesuai dengsn libgkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD 

sesuaidengan lingkup tugasnya; 

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran UPPRD; 
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d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD; 

e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD; 

f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD; 

g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggan UPPRD; 

h. Melaksanakan pengelolaaan kearsipan UPPRD; 

i. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, 

pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD; 

j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan 

kantor UPPRD; 

k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; 

l. Mengusulkan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan 

sesuai lingkunp wilayahnya; 

m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta 

akuntabilitas UPPRD; dan 

n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian 

Tata Usaha. 

3. Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai  tugas : 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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c. Melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengolahan data dan informasi 

perpajakan daerah pada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup 

Kota/Kabupaten Administras sesuai kewenangannya; 

d. Membeikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah; 

e. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran 

perpajakan daerah; 

f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak 

daerah; 

g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak 

daerah; 

h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang; 

i. Manatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penneng 

pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan; 

j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan 

dokumen lain yang dipersamakan; 

k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut, dan menghapus NPWPD dan NOPD; 

l. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah; 

m. Menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan, surat 

keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk salinannya; 

n. Menerima permohonan keringanan pembebeasan, pengurangan, pembetulan, 

keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; dan 
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o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 

Pelaksana Pelayanan. 

4. Satuan Pelaksana Pendataan mempunyai tugas : 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data 

subjek dan objek pajak daerah; 

e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai 

Tanah; 

f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, 

pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan 

perubahan data objek dan subjek pajak daerah; 

g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau 

penutupan subjek dan objek pajak daerah; 

h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait; dan 

i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 

Pelaksana Pendataan. 
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5. Satuan Pelaksana Penagihan mempunyai tugas : 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai 

dengan lingkupnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

d. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan; 

e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah; 

f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD); 

g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak; 

h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah; 

i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian 

kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan; 

j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan 

dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 

Pelaksana Penagihan. 
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C. Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat 

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Pajak dan Retribusi Daerah pasal (3) menjelaskan bahwa unit Pelayanan Pajak dan 

Retribusi Daerah (UPPRD) merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPRD) dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah. Saat ini, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakaan 

pemungutan jenis pajak yang sebelumnya sudah dilakukan oleh UPPD yaitu Pajak 

Reklame, Pajak Air Bawah Tanah (PABT), Pajak PBB-P2, dan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta tugas baru yakni melayani pendaftaran dan 

pelaporan untuk Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Parkir, dan Pajak Bahan Baku 

Kendaraan Motor (PBB-KB). 

Kemudian pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa UPPRD mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah sesuai 

kewenangannya yang diatur dengan Keputusan Kepala Badan. Untuk melaksanakan 

tugas yang dimaksud pada ayat (1), UPPRD menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD; 

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 

UPPRD; 
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3. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD; 

4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah; 

5. Pendataan retribusi daerah; 

6. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah; 

7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah; 

8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah; 

9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggan UPPRD; 

10. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan; 

11. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup 

kecamatan; 

12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD; 

13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; dan 

14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kecamatan Tanah Abang yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, 

praktikan ditempatkan di bagian Satuan Pelaksana Pelayanan. Praktikan dibimbing 

oleh Ibu Fatimatuzzahra selaku Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan. 

Satuan Pelaksana Pelayanan juga berkaitan sangat erat dengan Satuan 

Pelaksana lainnya, yaitu Satuan Pelaksana Pendataan dalam mendata objek-objek 

pajak daerah. Selain itu, juga berkaitan dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam 

melakukan pengadministrasian. 

Di bawah ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 

menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kecamatan Tanah Abang: 

1. Melakukan validasi dan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) pada Sistem Portal BPRD; 

2. Mendaftarkan perpanjangan reklame pada Sistem Informasi Manajemen Reklame 

BPRD; 

3. Melakukan pembukaan blokir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib pajak pada 

Sistem Manajemen Informasi PBB; 
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4. Melakukan pengadministrasian berkas-berkas Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD). 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan kerja di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kecamatan Tanah Abang, praktikan harus memahami alur kerja yang digunakan dan 

memahami berkas-berkas yang akan digunakan selama PKL. Praktikan dituntut 

memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan.  

Praktikan memulai kegiatan Praktik kerja Lapangan pada tanggal 30 Juli 

hingga 28 September 2018 pada bagian Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah. 

Pada hari pertama praktikan ke bagian tata usaha dan menemui salah satu pegawai di 

bagian tersebut, kemudian praktikan diajak berkeliling ke semua bagian untuk 

diperkenalkan dengan semua bagian yang ada di UPPRD Kecamatan Tanah Abang 

yang selanjutnya juga diberikan arahan mengenai pemahaman tugas disetiap bagian. 

Pada Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai satu Kepala Bagian dan 3 orang 

pegawai dimana masing-masing pegawai sudah mempunyai job desk yang telah 

ditentukan. Praktikan dibimbing terlebih dahulu sebelum melakukan tugas-tugas yang 

diberikan oleh para pegawai maupun kepala bagian. Pelaksanaan tugas yang 

diberikan kepada praktikan antara lain sebagai berikut: 
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1. Melakukan validasi dan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangungan (BPHTB) pada Sistem Portal BPRD;  

Praktikan diberikan tugas untuk melakukan validasi dan verifikasi BPHTB 

pada Sistem Portal BPRD. Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 18 Tahun 2010, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan 

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang di bidang pertanahan dan bangunan. Setiap perolehan hak atas tanah dan 

bangunan, setiap warga negara diwajibkan membayar BPHTB, semua jenis 

perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB yaitu seperti jual beli, 

tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau 

badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan 

pembeli dalam lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, hadiah, dll.  

Validasi BPHTB yang dilakukan ini untuk melihat bahwa pembayarannya 

sudah masuk ke kas daerah dan verifikasi bahwa perhitungannya sudah sesuai 

dengan yang harus dibayarkan dengan me-review kembali luas bumi dan 

bangunan apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. BPHTB 

dibayarkan hanya pada saat ada transaksi peralihan hak seperti jual beli, waris 

atau hibah. Dengan catatan atas transaksi tersebut sudah ada sertifikat tanah yaitu 

bukti kepemilikan tertinggi atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan 
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Nasional (BPN). (Lampiran 8). Sertifikat ini juga ada berbagai macam yaitu 

seperti sertifikat hak pakai dan hak guna bangunan yang mempunyai jangka 

waktu. Jika jangka waktu tersebut sudah habis maka harus diperpanjang di BPN. 

Dan untuk sertifikat hak milik tidak ada jangka waktunya.  

Sebelum input BPHTB, praktikan telah diberikan beberapa dokumen BPHTB 

yang ingin dikerjakan, jika yang akan di validasi dan verifikasi jual beli maka 

dokumen tersebut berisikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang 

tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (Validasi Bank), SSPD BPHTB di 

sertai Bukti Penerimaan Negara (BPN), surat kuasa dari wajib pajak dalam hal 

pengurusan Validasi BPHTB, photocopy identitas yang dikuasakan, photocopy 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, bukti pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) 5 tahun atau photocopy Surat Tanda Terima 

Sementara (STTS)/Struk ATM bukti pembayaran PBB, photocopy identitas wajib 

pajak dan penjual berupa KTP, photocopy kartu NPWP penjual dan pembeli, 

photocopy sertifikat tanah/Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional 

(SK.BPN), photocopy Akta Jual Beli (AJB), dan validasi Surat Setoran Pajak 

(SSP). (Lampiran 9 halaman 53). Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan 

untuk validasi dan verifikasi BPHTB : 

a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi SIMPBB dan Portal BPRD kemudian 

pilih BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan 

memasukkan username dan password. (Lampiran 10 halaman 54). 
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b. Selanjutnya setelah Log-in, pilih pada bagian pembayaran kemudian 

masukkan NOP (Nomor Objek Pajak) dan tekan tombol enter/cari maka 

akan muncul nama objek pajak tersebut dan kemudian pilih view. setelah 

view maka akan muncul data lengkap objek pajak tersebut dan kemudian 

pilih cetak data pembayaran. (Lampiran 10 halaman 55). 

c. Setelah selesai cetak data pembayaran kemudian pilih menu tanda terima 

dan pilih tambah tanda terima SSPD, masukkan NOP PBB dari data 

pembayaran yang telah di cetak. Kemudian setelah masukkan NOP PBB 

maka akan muncul nama objek pajak tersebut dan pilih „Daftar‟. 

(Lampiran 10 halaman 56). 

d. Pada menu tanda terima ini maka akan muncul formulir yang harus 

dilengkapi sesuai dokumen BPHTB yang ingin di input mulai dari data 

UPPRD, data Objek Pajak semua diisi sesuai dengan dokumen tersebut. 

Jika sudah selesai diperiksa kembali agar tidak terjadi kesalahan dan lanjut 

ke pilihan simpan dan akan muncul data review yang telah diisi. 

(Lampiran 10 halaman 57). 

e. Selanjutnya setelah selesai input tanda terima maka pilih „Pendaftaran‟ 

dan pilih „Tambah Pendaftaran SSPD‟ kemudian masukkan kembali NOP 

PBB tersebut, maka akan muncul data tersebut dan pilih „Daftar‟. 

(Lampiran 10 halaman 58). 

f. Pada menu daftar ini maka akan muncul formulir yang harus dilengkapi 

sesuai dokumen BPHTB yang ingin di input mulai dari data UPPRD, data 
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Objek Pajak, Penghitungan BHTB. Semua formulir ini diisi sesuai dengan 

dokumen yang ada dan pada kolom data objek pajak akan muncul luas 

tanah dan luas bangunan beserta NJOP yang telah ditetapkan. (Lampiran 

10 halaman 58). 

g. Untuk mengetahui besaran luas tanah dan bangunan ini selain dilihat 

melalui AJB maka dilihat juga melalui Sistem Informasi Manajemen PBB 

(SIMPBBWEB) untuk melihat besaran luas tanah dan bangunan tersebut. 

Setelah membuka SIMPBBWEB makan log in dengan akun yang telah 

disediakan dan pilih penetapan selanjutnya pilih informasi SPPT/SKP lalu 

pilih informasi rinci SPPT kemudian masukkan NOP yang akan di periksa 

besaran luas tanah dan bangunannya dan cocokkan dengan dokumen yang 

ada apakah luas tanah dan bangunan tersebut sama atau tidak. (Lampiran 

10 halaman 59). 

h. Setelah cocok maka masukkan luas tersebut dan beserta perhitungan yang 

telah tersedia. Jika sudah lengkap maka periksa kembali perhitungannya. 

(Lampiran 10 halaman 60). 

i. Selanjutnya pilih simpan dan akan muncul resume pendaftaran tersebut 

dengan keterangan pendaftaran sukses dan cetak pendaftaran BPHTB. 

(Lampiran 10 halaman 61). 

j. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap verifikasi data BPHTB 

yang telah didaftarkan. Pada sistem portal BPRD BPHTB pilih verifikasi 

dan masukkan NOP PBB yang akan diverifikasi, setelah muncul maka 
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pilih verifikasi dan periksa kembali data-data tersebut terutama pada 

bagian kekurangan pembayaran tersebut harus Rp.0,- dan jika sudah 

sesuai pilih simpan dan cetak verifikasi BPHTB dan ini menandakan 

bahwa pembayarannya sudah masuk ke kas daerah dan verifikasi 

perhitungannya sudah sesuai dengan yang harus dibayarkan. (Lampiran 10 

halaman 62). 

 

2. Mendaftarkan perpanjangan reklame pada Sistem Informasi Manajemen 

Reklame BPRD; 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, reklame adalah benda, alat, 

perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame 

dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah 

semua penyelenggaran reklame dan beragam jenis reklame yaitu reklame 

papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat yaitu sticker, 

reklame selebaran, reklame berjalan termasuk kendaraan, reklame udara, reklame 

apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan.  

Reklame yang tidak termasuk objek pajak yaitu reklame yang diselenggarakan 

oleh pemerintah atau pemerintah daerah, penyelenggaraan reklame melalui 

internet, televisi, radio, dll.  
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Sebelum input perpanjangan reklame, praktikan telah diberikan beberapa 

dokumen yang ingin dikerjakan. Dokumen tersebut berisikan foto reklame yang 

sudah terpasang, photocopy KTP, photocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) tahun sebelumnya, photocopy izin tahun sebelumnya, photocopy pajak 

bumi dan bangunannya, photocopy kelayakan konstruksi reklame, surat kuasa 

bermaterai, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan. Berikut adalah lagkah-

langkah yang dilakukan untuk melakukan perpanjangan reklame: 

a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi Portal BPRD kemudian pilih SIMR 

(Sistem Manajemen Informasi Reklame) dengan memasukkan username 

dan password. (Lampiran 11 halaman 63). 

b. Selanjutnya setelah Log-in, pilih pada bagian pendaftaran kemudian pilih 

kembali pendaftaran perpanjangan masukkan nomor SKPD reklame yang 

ingin diperpanjang dan tekan tombol enter/cari maka akan muncul nama 

objek pajak tersebut dan kemudian pilih PERPANJANG_SKPD. 

(Lampiran 11 halaman 63). 

c. Setelah muncul formulir dan sudah otomatis data reklame tersebut muncul 

hanya mengganti tanggal saja diganti tanggal pada hari tersebut praktikan 

input perpanjangan dan pilih simpan kemudian cetak pendaftaran. 

(Lampiran 11 halaman 64). 

d. Kembali ke menu awal dan pilih permohonan kemudian pilih register data 

permohonan, masukkan nomor pendaftaran yang tertera pada pendaftaran 
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yang telah dicetak sebelumnya dan enter/cari, setelah muncul data 

reklame tersebut maka pilih register. (Lampiran 11 halaman 65). 

e. Untuk perpanjangan reklame maka ganti pada tanggal awal pasang dan 

tanggal akhir pasang, ubah jenis reklame sesuai yang dipasang dan ubah 

status reklame tersebut tetap atau tidak tetap dan juga cocokkan luas 

reklame tersebut. Perhatikan juga untuk kategori reklame produk/non 

produk dan kelas jalan, karena kelas jalan juga akan mempengaruhi 

perhitungan reklame. Jika sudah diperiksa kembali dan sudah benar maka 

pilih simpan. (Lampiran 11 halaman 66). 

f. Kembali lagi ke menu awal dan pilih nota hitung, masukkan nomor 

pendaftaran dan enter/cari, jika sudah muncul maka pilih Pergub 27 tahun 

2014. (Lampiran 11 halaman 67). 

g. Kemudian jika sudah maka akan muncul otomatis perhitungan reklame 

tersebut dan praktikan periksa kembali apakah sudah benar data yang di-

input. Jika sudah benar maka pilih simpan dan cetak nota perhitungan. 

(Lampiran 11 halaman 68-69). 

h. Setelah selesai dokumen tersebut diserahkan kepada bagian tata usaha 

untuk diperiksa dan ditanda tangan. Dan jika sudah maka wajib pajak bisa 

mengambil SKPD yang telah ditetapkan kemudian untuk melakukan 

pembayaran pajak tersebut.  
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3. Melakukan pembukaan blokir PBB wajib pajak Sistem Manajemen 

Informasi PBB; 

Menurut Hidayat dan Purwana mengemukakan pengertian Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) : “pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 

terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. 

Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak”. 

Sebelumnya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat. Namun 

berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Bumi 

dan Bangunan mulai dialihkan menjadi Pajak Daerah. 

Untuk pemblokiran PBB terjadi ketika wajib pajak tidak melakukan 

pembayaran PBB selama 3 tahun berturut. Jika wajib pajak tidak membayar PBB 

selama 3 tahun berturut maka akan dilakukan pemblokiran sehingga tidak bisa 

melakukan pembayaran, dan agar bisa melakukan pembayaran maka wajib pajak 

perlu melaporkan ke Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah untuk 

melakukan pembukaan blokir PBB. Sebelumnya wajib pajak diharuskan ke 

UPPRD yang kemudian akan mendapatkan print out tunggakan PBB dan wajib 

pajak bisa membayarkan tunggakan tahun sebelumnya yang tidak terblokir. PBB 

dibayarkan setiap satu tahun sekali atas dasar pemanfaatan bumi dan bangunan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 besaran 

denda PBB sebesar 2% setiap bulannya dari PBB yang tidak atau kurang dibayar 

dan dihitung dari saat jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 
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atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB sampai dengan tanggal diterbitkannya 

Surat Tagihan Pajak (STP) PBB. 

Sebelum melakukan pembukaan blokir, praktikan telah diberikan beberapa 

dokumen yang ingin dikerjakan. Dokumen yang digunakan yaitu Akta Jual Beli 

(AJB), Formulir yang telah diisi oleh wajib pajak untuk permohonan pembukaan 

blokir, photocopy KTP, dan bukti pembayaran PBB terakhir.  Berikut adalah 

langkah-langkah untuk pembukaan Blokir PBB; 

a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi SIMPBBWEB (Sistem Informasi 

Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan) dengan memasukkan username 

dan password. (Lampiran 12 halaman 70). 

b. Selanjutnya pilih menu Lihat  Data Objek Pajak dan pilih Catatan 

Pembayaran PBB, masukkan Nomor Objek Pajak yang ingin dibuka 

blokir dan lihat tahun terakhir pembayarannya. (Lampiran 12 halaman 70). 

c. Kembali ke menu utama pilih Pendataan  Pendataan Objek Pajak dan 

pilih SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) – LSPOP (Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak). (Lampiran 12 halaman 71). 

d. Akan muncul formulir berisikan jenis formulir, jenis transaksi, No. 

formulir, NOP, NOP Bersama, dan NOP Asal. Untuk jenis formulir diisi 

sesuai dengan kebutuhan yaitu S (SPOP)  untuk mengganti nama dan luas 

tanah, L (LSPOP) untuk mengganti luas bangunan maka untuk 

pembukaan blokir pilih jenis formulir S (SPOP), untuk jenis transaksi S.11 

untuk data baru, S.12 untuk pemutakhiran data dan jika untuk pembukaan 
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blokir maka pilih S.12 untuk pemutakhiran data, bisa juga pilih 0 untuk 

memilih jenis nomor transaksi yang sesuai. Nomor formulir diisi dengan 

nomor formulir yang terakhir digunakan (misal : 2018.0003.021.0) maka 

selanjutnya menjadi (2018.0003.022.0). Jika nomor formulir sudah 

digunakan maka akan ada pemberitahuan kalau nomor tersebut sudah 

digunakan. Agar tidak salah maka dibutuhkan catatan kecil untuk 

mencatat nomor yang sudah digunakan. Untuk NOP isi sesuai dengan 

NOP yang sedang dikerjakan. NOP Bersama dan NOP Awal akan muncul 

secara otomatis jika ada. (Lampiran 12 halaman 72). 

e. Jika semua sudah terisi maka akan muncul tampilan baru. Isi No. Formulir 

yang tertera di langkah sebelumnya beserta NOP. Untuk Data Subjek 

Pajak. Data Letak Objek Pajak, dan Bumi diisi sesuai formulir (untuk 

kode ZNT di data bumi ketik ulang). Untuk identitas Pendata, masukkan 

tanggal pendataan dan NIP (Nomor Induk Pegawai) Petugas yang 

melakukan pendataan selanjutnya tanggal pendataan dan penelitian sama, 

bisa dilihat pada kertas penelitian bagian awal. Jika semua sudah terisi 

tekan enter dan simpan data. Dan balik kembali ke menu utama. 

(Lampiran 12 halaman 73). 

f. Pilih menu Penetapan  Penetapan dan Pencetakan Terseleksi. Masukkan 

kode dari NOP. Untuk tahun isi menggunakan tahun terakhir pembayaran 

yang sudah di periksa pada Catatan Pembayaran PBB. Kemudian, 

masukkan juga sisa nomor NOP, isi tanggal terbit dan tanggal jatuh tempo 
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(tanggal terbit sama seperti tanggal pendataan dan tanggal jatuh tempo 

disesuaikan dengan tahun terakhir pembayaran. Misal : tahun 2004 maka 

tanggal jatuh tempo menjadi 31/08/2004) pilih Batal dan akan muncul 

keterangan kemudian pilih OK. Selanjutnya, pilih tahun yang diatas dan 

enter dan pilih Proses NOP. Dilanjutkan kembali hingga tahun terakhir. 

Untuk tahun terakhir tanggal jatuh tempo diganti menjadi + 1 bulan dari 

tanggal terbit. Jika sudah semua tahun diproses maka kembali lagi ke 

menu utama. (Lampiran 12 halaman 73-74). 

g. Pilih Lihat  Data Objek Pajak  Catatan Pembayaran PBB dan 

masukkan kembali NOP tersebut yang sudah dibuka blokir. Pilih Cetak 

Kurang Bayar, pada cetak kurang bayar ini maka sudah tertera nominal 

beserta denda yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. (Lampiran 12 

halaman 75). 

 

4. Melakukan pengadministrasian berkas berkas Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD); 

Pengadministrasian berkas Surat Setoran Pajak Daerah dilakukan untuk 

menyatukan SSPD dari setiap objek pajak yang telah menyetorkan pajak yang 

sudah dilakukannya.  

Pada tugas ini praktikan mengadministrasikan seluruh SSPD yang sudah 

sesuai dengan yang ada dengan sistem dengan bantuan Microsoft Excel dan 
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berkas SSPD berasal dari Satuan Pelaksana Pelayanan. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam tugas ini adalah sebagai berikut: 

a. Praktikan memisahkan Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah selesai 

diperiksa sesuai dengan jenis dari SSPD tersebut. Ada empat jenis SSPD 

yakni SSPD Hiburan, SSPD Restoran, SSPD Parkir, dan SSPD Hotel. 

(Lampiran 13 halaman 76). 

b. Setelah praktikan memisahkan SSPD sesuai dengan jenisnya setelah itu 

praktikan membuka dokumen Microsoft Excel yang berisi data dari objek 

pajak. Setiap objek pajak mempunyai dokumen yang berbeda. Dalam 

dokumen tersebut terdapat info jenis pajak, nomor box, Nomor Objek 

Pajak Daerah (NOPD), nama objek pajak, alamat objek pajak, dan juga 

tanggal lapor pajak. (Lampiran 13 halaman 77). 

c. Praktikan mulai mencari nomor box dari objek pajak yang dituju dengan 

menggunakan navigasi pembantu pencarian (Ctrl+F) dengan mengetik 

NOPD atau dengan mengetik nama dari objek pajak yang dituju. 

(Lampiran 13 halaman 77). 

d. Jika objek pajak yang dituju sudah terdaftar dalam dokumen, maka akan 

ditemukan pencarian setelah mengetik NOPD atau nama dari objek pajak 

tersebut. Jika pencarian ditemukan selanjutnya praktikan melihat objek 

pajak tersebut termasuk ke dalam nomor box berapa dan selanjutnya 

praktikan menulis nomor box dari objek pajak di SSPD. Dan juga periksa 

bulan dari objek pajak tersebut kemudian masukkan ke dalam excel pada 



33 
 

 
 

bagian bulan lapor pajak yang sesuai dengan mengisi tanggal saat diterima 

laporan pajak dari objek pajak tersebut. (Lampiran 13 halaman 77). 

e. Jika dokumen objek pajak yang dituju belum terdaftar dalam data excel 

maka dokumen tersebut diserahkan kembali kepada petugas pajak dan 

tidak di input. 

f. Setelah proses input selesai maka selanjutnya dokumen yang telah diberi 

nomor box diurutkan sesuai urutan dan berdasarkan jenis objek pajaknya, 

dan selanjutnya dimasukkan ke dalam box yang sudah ada sesuai urutan 

yang telah dirapihkan.  

 

C.  Kendala Yang Dihadapi 

Selama PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah 

Abang praktikan dihadapi dengan berbagai kendala. Berikut kendala yang dihadapi 

praktikan: 

1. Praktikan sulit untuk bertanya kepada pembimbing mengenai tugas yang 

diberikan dikarenakan pembimbing jarang berada ditempat. 

2. Adanya langkah-langkah pekerjaan yang dirasa praktikan cukup panjang 

dan rumit sehingga praktikan mengalami kebingungan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dirasakan pada saat praktikan 

melakukan pekerjaan pembukaan Blokir Pajak Bumi dan Bangunan. 
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3. Terdapat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tidak sesuai dengan 

jenisnya masing-masing sehingga praktikan membutuhkan waktu lebih 

untuk memisahkan dan melakukan pengadministrasian. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Agar tidak terus menerus terganggu dengan kendala-kendala yang dihadapi, 

Praktikan berusaha mengatasi kendala yang ada agar dapat mengerjakan 

pekerjaan dengan baik.  

Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah: 

1. Ketika ada beberapa pekerjaan yang kurang dimengerti atau dengan 

berkas yang praktikan tidak jelas cara mengaplikasikannya maka 

praktikan memilih untuk memisahkan dokumen tersebut dan bertanya saat 

waktu senggang atau saat istirahat agar tidak mengganggu pegawai saat 

melakukan pekerjaannya. 

2. Ketika pembimbing memberi tahu cara mengoperasikannya maka 

praktikan memperhatikan dengan baik dan teliti serta mencatat langkah-

langkah yang dibutuhkan. 

3. Untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan peangadministrasian 

SSPD maka praktikan terlebih dahulu memisahkan masing-masing SSPD 

sesuai dengan jenisnya kemudian mulai input bulan pembayarannya 

kemudian langsung diurutkan sesuai dengan nomor box dari nomor 

terkecil hingga terbesar. 
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    BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Praktikan merasa bersyukur telah diberikan kesempatan untuk melakukan 

kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah 

Abang, ternyata membuat minat praktikan terhadap perpajakan daerah bertambah. 

Selama dua bulan praktikan mendapatkan banyak pelajaran seperti pentingnya 

kedisiplinan yang tinggi, tanggung jawab, sopan santun, dan lain-lain yang sifatnya 

berhubungan dengan etika. Dalam hal ini pembelajaran tersebut sangatlah berguna 

untuk kedepannya atau sebagai bekal dalam bersosialisasi lingkungan dunia kerja. 

Selama melakukan Praktik Kerja lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang, praktikan dapat memberikan kesimpulan 

dari kegiatan yang dilakukan yaitu : 

a. Praktikan dapat mengaplikasikan program Sistem Portal BPRD; 

b. Praktikan dapat melakukan perpanjangan Reklame; 

c. Praktikan juga dapat melakukan proses validasi dan verifikasi BPHTB; 

d. Praktikan dapat melakukan pembukaan pemblokiran Pajak Bumi dan 

Bangunan. 
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B. Saran 

Melalui kegiatan PKL ini, selain diharapkan mahasiswa dapat menerapkan 

ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, PKL ini juga sangat diharapkan untuk 

bisa mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan bersaing di dunia kerja yang 

sebenarnya. Berikut ini adalah beberapa saran yang praktikan dapat sampaikan dalam 

pelaksanaan kegiatan PKL, yaitu: 

1. Saran Bagi Praktikan : 

a. Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, ada baiknya praktikan mengetahui 

profil perusahaan yang akan menjadi tempat PKL dan praktikan 

mempelajari latar belakang perusahaan tersebut agar dapat mengetahui 

bidang kerja perusahaan yang akan menjadi tempat PKL; 

b. Praktikan harus mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik 

agar pekerjaan yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. Praktikan harus terus belajar agar memiliki ketarmpilan sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja. 

2. Saran Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : 

a. Fakultas Ekonomi UNJ memberikan pengarahan kepada mahasiswa 

sebelum melaksanakan PKL, agar mahasiswa mendapatkan arahan yang 

sesuai agar tujuan yang diharapkan tercapai dan mahasiswa dapat 

mempersiapkan PKL dengan baik; 
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b. Fakultas Ekonomi UNJ diharapkan dapat menjalin hubungan kerja sama 

yang baik dengan perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan agar 

proses pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan baik dikemudian hari. 

3. Saran Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang : 

a. UPPRD agar terus saling bekerja sama dengan universitas – universitas 

agar pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan lancar; 

b. Sebaiknya UPPRD Tanah Abang menambahkan beberapa pegawai, agar 

dapat membagi-bagi tugas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang datang ke UPPRD maupun dalam pekerjaan lainnya; 



38 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Profile BPRD. 2016. 

 http://bprd.jakarta.go.id/profile-dpp/. (diakses tanggal 5 Oktober 2018). 

 

Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Profile BPRD: Visi dan Misi. 2016. 

 http://bprd.jakarta.go.id/visi-dan-misi-dpp/. (diakses tanggal 5 Oktober 

2018).  

 

FE-UNJ, Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta, 2012. 

 

Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. Perpajakan Teori & Praktik. Depok: Rajawali 

Pers, 2018.  

 

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak 

Reklame. 

 

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Bea 

Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. 

 

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Dan 

Retribusi Daerah. 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan 

Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah.  

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

Lampiran 1 : Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2 : Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan PKL 

 



44 
 

 
 

Lampiran 4 : Surat Penilaian PKL 
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Lampiran 5 : Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6 : Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 7 : Struktur Organisasi 
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Lampiran 8 : Sertifikat Tanah 
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Lampiran 9 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9 : Perpanjangan Reklame 
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Lampiran 10 : Validasi dan Verifikasi BPHTB 

 

Tugas 1 Langkah a - Aplikasi Portal Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD)   

 

 

Tugas 1 Langkah a - Log in pada BPRD BPHTB  
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Tugas 1 Langkah b - pilih pembayaran dan masukkan NOP  

 

 

Tugas 1 Langkah b - Cetak data pembayaran  
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Data pembayaran BPHTB 

 

 

Tugas 1 Langkah c - Pilih tanda terima dan masukkan kembali NOP  
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Tugas 1 Langkah d - Form yang harus dilengkapi  sesuai data BPHTB  

 

 

Tugas 1 Langkah d - Form yang sudah dilengkapi  
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Tugas 1 Langkah e - Menu Pendaftaran dan masukkan kembali NOP 

 

 

Tugas 1 Langkah f - Form pendaftaran yang harus dilengkapi  
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Tugas 1 Langkah h - Memeriksa luas tanah dan bangunan  

 

 

Tugas 1 Langkah h - Menu SIMPBBWEB dan Informasi Rinci SPPT  
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Tugas 1 Langkah h - Masukkan NOP BPHTB kemudian periksa luas tanah dan 

bangunan  

 

 

Tugas 1 Langkah i - kembali ke portal BPRD lengkapi data dan simpan  
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Tugas 1 Langkah i - Cetak SSPD  

 

 

Tugas 1 Langkah j - Menu Verifikasi dan masukkan NOP  
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Tugas 1 Langkah j - Periksa kembali review tersebut dan pilih simpan  

 

 

Tugas 1 Langkah j - Cetak Verifikasi BPHTB  
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Lampiran 11 : Perpanjangan Reklame 

 

Tugas 2 Langkah a - Aplikasi Portal Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD)  

 

 

Tugas 2 Langkah b - Pilih menu pendaftaran dan pendaftaran perpanjangan  
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Tugas 2 Langkah b - Masukkan NOP dan pilih Perpanjang_SKPD  

 

 

Tugas 2 Langkah c - Lengkapi data pendaftaran perpanjangan reklame  
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Tugas 2 Langkah c - Cetak pendaftaran  

 

 

Tugas 2 Langkah d - Menu Permohonan dan Register Data Permohonan  
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Tugas 2 Langkah d - Masukkan nomor pendaftaran dan pilih register  

 

 

Tugas 2 Langkah e - Lengkapi data register  
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Tugas 2 Langkah e - Simpan Data Register  

 

 

Tugas 2 Langkah f  - Menu Nota Hitung  
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Tugas 2 Langkah f  - Masukkan nomor pendaftaran dan pilih Pergub 27 tahun 2014  

 

 

Tugas 2 Langkah g - Review Data Nota Hitung  

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

Tugas 2 Langkah g - Cetak nota perhitungan  
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Lampiran 12 : Pembukaan Blokir PBB 

 

Tugas 3 Langkah a - Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi Bangunan 

(SIMPBBWEB) 

 

 

Tugas 3 Langkah b - Catatan Pembayaran PBB  
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Tugas 3 Langkah b - Catatan Pembayaran PBB  

 

 

Tugas 3 Langkah c - Pendataan dan SPOP – LSPOP  
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Tugas 3 Langkah d - Nomor Objek Pajak  

 

 

Tugas 3 Langkah d - Melengkapi semua data Subjek Pajak, Objek Pajak, data Bumi 

dan Identitas Pejabat yang berwenang  
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Tugas 3 Langkah e - Melengkapi semua data Subjek Pajak, Objek Pajak, data Bumi 

dan Identitas Pejabat yang berwenang  

 

 

Tugas 3 Langkah f - Penetapan dan Pencetakan Terseleksi  
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Tugas 3 Langkah f - Pembukaan Blokir PBB  

 

 

Tugas 3 Langkah f - Pembukaan Blokir PBB  
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Tugas 3 Langkah g - Catatan Pembayaran PBB  

 

 

Tugas 3 Langkah g - Cetak kurang bayar  
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Lampiran 13 : Pengadministrasian SSPD 
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Data Box Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


